
BUPATI PRINGSEWU
PROVINS! LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa belanja daerah selain uruaan pemerintahan
wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman
pada analisis standar belanja yang digunakan untuk
penyusunan anggaran berdasarkan prestasi keija;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar
belanja, perlu dipertimbangkan kewajaran beban
kega dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan .

yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan
dengan kebutuhan;

c. bahwa Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Pringsewu telah diatur dalam Feraturan
Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018 dan telah
efektif dilaksanakan;

d. bahwa dengan adanya perubahan pada Indek
Kineija Organisasi dipandang perlu menetapkan
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Pringsewu yang baru;

e, bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Vang Bereik dan Bebas dari
Korupsi, Koluai dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ,



3. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Siatem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438)^

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provüisi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049];

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157); _



20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor
16);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG ANAUS1S STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang ditnakaud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemermtahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daJam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2, Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Wilayah adalah Wilayah Pemerintah Kabupaten

Pringsewu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

7. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses
penyusunan anggaran dengan memperhatikan
keterkaitan antara keluaran dan hasil,
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan
dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan
berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam
satu tahun anggaran.

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat
ASB adalah penilaian kewajaran atas beban keija
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten
Pringsewu.



9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD.

10. Program adalah bentuk instrumen penjabaran
kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

1L Kegiatan adalah bagian Program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit keija pada Perangkat
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada auatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

12.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan.

13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam suatu program.

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
dan rencana belanja program dan kegiatan OPD
sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah
daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri
dan jenis yang sama atau hampir sama dalam
rangka penyusunan rencana belanja.

17. Pengendali belanja (oost drived merupakan faktor-
faktor yang memicu biaya/belapja dari suatu
kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja
berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya
tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.



18. Belarya tetap adalah satuan pengendali belanja yang
merupakan belanja yang niainya tetap untuk
melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi
oleh perubahan volume dan/atau target kineija
suatu kegiatan.

19. Belanja variabel adalah satuan pengendali belanja
yang merupakan belanja yang besarnya berubah
dengan sesuai perubahan volume atau target Idnerja
suatu kegiatan.

20.Rumusan ASB adalah rumus yang dipergunakan
dalam perhitungan besaran belanja total suatu
kgiatan, merupakan penjumlahan antara belanja
fixed cost dan variabel cost.

21. Nilai minimal adalah nilai dengan batasan terendah
dari objek belanja yang diperkenankan oleh setiap
Analisis Standar Belanja.

22. Nilai ideal adalah nilai yang disarankan oleh setiap
objek belanja yang terdapat dalam Analisis Standar
Belanja.

23. Nilai maksimal adalah nilai dengan batasan tertinggi
dari objek belanja yang terdapat dalam Analisis
Standar Belanja.

24. Nilai Opsional adalah nilai yang bersifat
pilihan/bukan keharusan yang dianggarkan sesuai
kebutuhan dan atas seizin TAPD,

25.Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman
pembakuan barang dan jasa menurut
jenis,spefikasidan kualitas serta harga tertinggi
dalam periode tertentu, yang dipergunskan sebagal
acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran
dalam tahun anggaran tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT ASB

Pasal 2
Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat
ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan
yang beriaku sama untuk seluruh OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3
Penetapan Analisis Standar Belanja berttyuan:
a. untuk menentukan standar dalam Penilaian

Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan
OPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;

r



b. memberikan pedoman dalam penyusunan KVA
PPAS;

c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan; dan

d. pengendalian anggaran dalam rangka menjamin
bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan
anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 4

Manfaat Analisis Standar Betanja adalah:
a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi

kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi
dan ekonomis dan setiap RKASKPD yang diusulkan
setiap OPD.

b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-
tiap OPD, fungsi perencanaan Petnerintah Daerah
dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara
untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk
tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD,
KUA PPAS; dan

c. sebagai standar oleh fungsi penyusunan anggaran
(RKA-SKPD) tiap tiap perangkat daerah, Dokumen
ASB berguna bagj pedoman dalam menyusun
anggaran sehïngga OPD mempunyai kepastian dan
aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah.

BAB IH
MUATAN ASB

Pasal 5

(1) Muatan ASB terdiri dan definisi, rumusan ASB dan
atokasi obyek belanja.

(2) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari
kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik
yang sama.

(3} Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam
RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB.

Pasal 6
Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan ASB
meliputi:
a. bimbingan teknis dengan eewa gedung;
b. bimbingan teknis dengan tidak sewa gedung;

X



c. sosialisasi dengan sewa gedung;
d. sosialisasi dengan tidak sewa gedung; dan
e. penyusunan laporan capaian kinetja dan ikhtisar

realiaasi kineija OPD.

Pasal 7

(1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalem
Pasa] 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan
untuk menghitung total belanja dan kegiatan yang
termasuk dalam kelompok kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk
kegiatankegiatan yang tennasuk dalam satu
kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama
tidak boleh melebihi dart total belanja yang
dihasilkan dari Rumusan ASB.

(3) Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ink

Pasal 8

(1) Pergamaan penghitungan total belanja kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan metode yang digunakan untuk
menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan
yang tennasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama, ,

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk
kegiatan yang tennasuk dalam satu kelompok/grup
yang mempunyai karakteristik yang sama tidak
boleh melebihi dari total belanja yang sudah ada.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada Baat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018
tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



c. sosialisasi dengan sewa gedung;
d. sosialisasi dengan tidak sewa gedurig; dan
e. penyusunan laporan capaian kinetja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD.

Pasal 7

(1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan
untuk menghitung total belanja dan kegiatan yang
termasuk dalam kelompok kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk
kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu
kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama
tidak boleh melebihi dari total belanja yang
dihasilkan dari Rumusan ASB.

(3) Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagjan tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Pasal 8

(1) Persamaan penghitungan total belanja kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan metode yang digunakan untuk
menghitung total belanja dari kegiatan-kegjatan
yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk
kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup
yang mempunyai karakteristik yang sama tidak
boleh melebihi dari total belanja yang sudah ada.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2018
tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal i g April 2020

BUPATI PRINGSEWU.

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal j 5 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 553

IHSAN HBNDRAWAN, S H

Sesuai dengan astinyu
Kepnla Bagla 11 Hukum

Secretariat Dacrali Kabupaten Prln^senu

ACER
Typewritten text
dto

ACER
Typewritten text
dto



LAMP1RAN : PERATURAN BUPATI PR1NGSEWU
NOMOR :13
TAHUN : 2920

ASB001 Penyediaan Jam Surat-menyurat

Definisl:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melakaanakan
seluruh kegiatan surat menyurat dimulai dari menyusun rancangan surat sampai
dengan tersampainya surat yang dimaksud dan mcnnbalas surat yang diterima serta
mendokumentasikannya aiau mengarsipkannya jika diperiukan.
Setring dengan perkembangan jaman, surat-mcnyurat dapat dilakukan secaru
manual atappan elektronik, yang dimaksud manual adalah surat-menyurat dalam
pembuatan suratƒhalqasn surat berbentuk fisik dari bentuk kertas, pengiriman surat
yang dilakukan dcngan mnbilitas orang dan barang, dan pengarsipannya yang
dilakukan dengan menggunakan kerja, alat fisik, dan pmigamananfisik.
Sejauh mi batasan ASB dl sini masih menggunakan definisi jasa surat-menyurat
dalam bentuk manuah Dengan demikian kegiatan ini memiliki sifat kegiatan manual,
dan karakter kegiatannya sebagaimana dicantumkan dalam drwerdan alokasi belanja
juga mencenninkan kegiatan manual.

Rumns Belanja :Penyesuai Tarif x fTarif Dasarx indeks Kineija Organisasi)

- Ptnyesuai Tarif x (Rp. 240.000 x Indeks Kineija Organisasi)

Besarnn indeks kineija organisasi adalah indeks relatif vesuai bcban keija orgamsasi
yang bersangkutaïL Indeks kineija spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan
yang menycrtai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan
perubahan atas batasan indeks kineija setiap organisasL

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja
Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategpri Belanja
Batas
Bawah

(%|
Rata-rata

CM
Batas I
Atas
(%)

Belanja Jasa.Kantor 0,00% 67,00% 100,00%
Belanja Bahan Pakqj Matris 0,00% 33,00% 100,00%

ASBOO2 Penyediaan Jasa Komunlkssi, Somber Daya Air dan Liatrlk

Definisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisïs kebutuhan belanja untuk mencukupi dan
memfasilitasi kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan lumber days listrik yang
diperhikan oleh «ganisasi untuk melaksanakan opcrasi. organisasi dan pelayanan
kepada masyarakat. Tcrdapat tiga knmponcn utama yang dicakup dalam kegiatan
yang dïnaimgi ASB itti yaitu: knmunikssi, sumber daya air, dan listrik. Konrunikam
diperlukan untuk menjolin hubungan dan menyahirkan informasi. Sumber daya air
diperhikan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi, menjaga kebersihan
dan meueukupi kebutuhan minum secara umum. Kebutuhan mirrum secara khusus
yang mekbatkan pembeban minum langsung tidak tercakup dalam sumber daya air
ini- Listrik diperhikan untuk penerangnii utama dan pcogoperasian alat utama yang
digunakan dalam organisasi.



Beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini dilarang atau tidak diperkenankan.
Tennasuk yang dilarang/tidak diperkenankan adalahr pcnggunaan jasa kmuunikasi
untuk memfasflrtaKi pihak lain yang tidak memberikan manfaat bagi organisasi,
pengalokasian sumber daya air untuk mendukung berbagai aktivitas di hiar fiingai
11tam3 organisasi, penggunaan listrik untuk penerangan dengan kepeduan lain, atau
penggunaan listrik untuk pengoperasian alat lain di luar kebutuhan organisasi.

fVilitfung^n belanja dilakukan dengan nm^ütung kebutnhan masing-masingketiga
knmpotien di atas menggunakan dasar beban keija yang sesuai. Sctclah diperoleh,
maka basil ketiganya dyumlahkan untuk mendapatkan kescluruhan belanja yang
diperlukan. Dalam hal pertimbangan belanja sumber daya air lebih tinggi daripada
bcLanja sumber daya air yang diupayakan dengan sumber daya listrik, diperkenankan
mcnggeser alokasi belanja tersebut kepada belanja sumber daya Estrik.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kineija Organisasi]

* Penyesuai Tarifx (Rp. 4.800.000 x Indeks KineijaOrganisasi)

Besaran kineija orgamsasi adalab mdek* relalif sesuaa beban ketja orgamsasi
yang bersangkutan. Indeks spesifïk organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang
menyertai ketentuan int atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas
indeks kineija setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengakkasiaii Belanja

Belanja selurubnya didistribusikaji dalam kategori Belanja Jasa Kantor.

ASB0Q3 rrsjr rfiiia Jasa Fexslatan duftrfeagkapu Kantor

Deünisi:
ASB ini adalah ASB untuk mengapaKsis kebutuhan belanja untuk mencukupi
kesiapgunaan peralatan dan peiicngkapan kantor untuk menunjang kegialan
organisasj, Cuknp banyak cakupan untuk peralatan dan pcriengkapan kantor yang
digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam meïaksanakan tugas
dan fnngsinyn yang utamSjSehinggajasa peralatan kantor juga cukup beraganl untuk
dikailkan dengan peralatan kantor yang bcsagam tersebut,

RumusBelanja:Penyesuai Tarif x (Tarif Dasarx indeks Kineija Organfsarri)

- Penyeauai Tarif x (Rp. 1.500.000 x Indeks Kineija Organisasi)

BESHran indeks kineija organisasi adalah indeks rdatif sesuai beban keija organisasi
yang bersangkutan. Indeks kineija spesifik mganïsasi dijabarkan dalam ketentuan
yang menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan
perubahan atas indeks kineija setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi PengaJokasiaii Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut;

Kategori Belanja
Batas
Bawah

(%)
Rata-rata

(%)

Batas
Atas
(%)

Belanja Makanan dan Minuman 0,00% 8,43% 16,15%

Belanja Jasa Kantor, Berbagai Sewa dan
Transportssi 83,85% 91,57% 100,00%



ASBOO4 Penyediaan Jaw Jamlnwi FemeHharaan Resehatan PUS

Definisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan
jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.

Rumus Belarya :Tarif x Nilai Jasa Jamman Pemeliharaan Kesehatan PNS Bersih
yang ditepinkanƒ

= 100% x Nilai Jasa Jaminan Pemeliharann Kesehatan PNS Bersih
yang ditentukan/ditagihkan

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Bclanja
Seluruh belarya didistribusikan dalam bclanja jaaa kantor,

ASBOOS Psnyediaan Jara Jambuui Barang MUlk Daerah

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan penyediaan
jasa jaminan barang milik daerah.

Rumus Bclanja ; Tarif x Nilai Jaaa lamman Barang Milik Daerah Bersih yang
dilentukan/ditagihkan)

3 100% x Nilai Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Bersih yang
ditentukan/ditagihkan

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Bclanja
Seluruh belarya didietribusikaii dalam bclanja premi asuransi.

ASBOO6 Penyedlaan Jaaa Pemclihaiuui dan PerlxitiAn Kendaraan IHnaa/
Opensimud

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan bclanja melakukan penyediaan
jasa pcmeliharaan dan perizinaii kendaraan dinas/operasional milik daerah.

Rumus Belanja : Tarif x Nilai Jasa Jaminan Kendaraan Dinas/Operasional Milik
Daerah Bersih yang ditentukan/ditagihkan)

3 100% x Nilai Jasa Jaminan Kendaraan Dinas/Operational Milik
DaerahBersih yang Ditentukan/difagihkan

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didietribusikan dalam belanja perawatan dan perizinan kendaraan
dinas/nperauümaL

ASBOOT Penyediaan Jasa Adminiatnuri Kenangan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganaHsis kebutuhan belanja untuk metaksanakan
adiiiinistraai keuangan. dari percncanaan, pdaksanaan, pengelolaan, sampai dengan
pertanggungjawaban. f



Rumus Belanja: Penyesuai Tarif z (Tarif Dasar x indeks Kinerja Organisasi)

•Penyesuai Tarif x (Rp. 52275.000 x Indeks KinerjaOrganisasiJ

Indeks maksimal kineija spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang
menyertai ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas
indeks kineija setiap orgamsasi.

Kctentuan Dfetribusi I^ngaJokasiaii Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja
Batas
Bawah

(%)
Rata-raia

(%)
Hatas
Atas
(%)

Honorarium PNS, Nun PNS dan Lembur 97,10% 98,54% 100,00%

Belanja JasaKantor 0,00% 0,16% 0^3%
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% 0,34% 0,68%

Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumcntasi 0,01% 0,96% 1.90%

ASB008 Penyedlaan Jasa Keberslhan Kantor

Definisi:

ASB tut adalah ASB untnk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan
kebersihan kantny, Kantor s^hagaitnanA dimak^ud dalam definisi ini adalah kantor
yang berarti. tempat bekeija para pegawai organisasi tersebut. Berbagai gedung atau
aact daerah Lainnya yang mcnjadi kewenangam suatu organisasi bukan bagian dari
kcgiaian tnL

Untuk oTganisasi yang bertugas tnemberikan pelayanan kepada masyarakat atau
asetrya mencakup A-fini™ yang lebih bias dari pada yang drtegaakan dialas, cakupan
diafan bisa diperiuaM. Pertuasaii cakupan düakukan dengan mendefinisikan pihak
atau asci yang mgmtwjtubkanƒrni^mprrnle.h manfast dari jasa kebcTsjbnn tersebut.
Belanja yang diperiukan dapat ditambabkan d&Inm belanja kegiatan ini atau
dituangkan dalam kegiatan teraendirL

Rumus Belanja:ftnyesuaiTarif x (Tarif Dasarx indeks Kmcsja OrganisasQ

* Penyesuai Tarif x Rp. (1.325.000 x Indeks Kineija Organisasi)

Indeks kineija speaifik organisaai dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan. ini atau ketmtnan berikutnya yang menegpskan perubahan atas indeks
setiaporganisasi,

Ketentuan Diatribuai Pengalokasian Belanja

Belanja didistribu&ikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja
Batas
Bawah

(%)
Rata-rata
. (%)

Batas
Atas
(%)

Belanja Bahan Pakai Habis 96,59% 98^8% 100,00%

Belanja Jasa Kantor 0,00% 1,72% 3,41%



ASB009 Penyedlasji Jas*Perbaikan Pendatan Keija

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja khusus untuk
melaksanakan perbaikan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan
atau menopong aktivitas utama pelayananmaKyarakat.

Rumus Belanja: Penyesuai Tarif X (Tarif Dasar X indeks Kineija Organisasi)

" Penyesuai Tarif x Rp. (4.500.000 x Indeks Kinetja Organisasi)

Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang mcnyrriat
ketentuan ini alau ketentuan berikutnya yang mencgaskan pcrubaban atas indeks
setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanjadidistribusikan dengan kctentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja
Batas
Bawah

(%)
Raia-rata

CM
Batas
Atas
P6J

Belanja Jasa Kantor 92,41% 96,13% 100,00%

Belanja Pemeliharaan 0,00% 6,30% 12,20%

ASB010 Benjedis** Alat TkÜs kantor

Definisi:

ASB ini adalali ASB untuk menganalisis kebmuhan belanja untuk mencukupi
ketersediaan alat tuks kanttor yang diperiukan untuk melaksanakan fungsi dasar
organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memproduksi output fisik yang kompanen dasamya adalah slat tulis kantor
malta diperlnmankan mengalokasikan belanja alat tuks kantra*. Mekanisme ini ham»
ditusngk™ dalam kegiatan tersendiri berkarakter produksi output fisik yang
dimaksud. -fika tidak dituangkan dalam kegiatan tersendiri, maka kebutuhan
tersebut dapat dihitung tersendiri dan ditambahkan dalam nflai kegiatan ini.

Rumns BeLanja :Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar X indeks Kïneria Organisasi)

- Bsnyvsuai Tarif x (Rp. 6.310.000 x Indeks Kinerja Organisasi}

Besaran indeks kinerja organisasi adalah indeks relatif sesnai beban kerja organisasi
yang bersangkutan. Indeks spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang
fnenyertai ketentuan ini stam ketentuan berikutnya yangmene^skan pexubahan atas
indeks Idncija setiap organisaxL

Ketentuan Distribusi Pengalokaaiau Belanja

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Bahan Pakai Habia.

ASB011 Penyedlsan Barang Cetakan dan Fenggandaan

Definisi:

ASB ini adalali ASB untuk menganafisis kebutuhan belanja untuk mencukupi
ketersediaan barang/bahan cetakan dan penggandaan yang dïperlukan untuk
melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Cakupan utama aebcnamya adalah organi«mid Bcndiri. Ptrïuasan



cakupan dilakukan dengan mendefiniaikan pihak yang membutuhkan/memperoleh
m^nfaat dan pengadaun Rarang Cetakan dan Penggandaan tersebut. Belanja yang
rfiperil ikan dapnt ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau diiuan^can dalam
kegiatan tersendiri.

Rumus Belanja :Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks kineija Organisasi)

- Penyesuai Tarif X (Rp, 4.000.000 x Indeks kineija Organisasi)

Indeks kineija spesifik organisas» dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kineija setiap organisasL

Ketentuan Distribusi Ptngalokasian Belanja

Pelaqja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja
Batas
Bawah

(%)

Ratq-rata
(%]

Rata»
AtaS
(%)

Belanja Bahan Pakai Habis 0,82% 9,03% 17,25%

Belanja Cetak/ Ttaiggandaan/
Dokumentasi 82,75% 90,97% 99,18%

ASB012 Penyediaan Kompanen Inxtalasi Ustrik/Penerangan Bangunan Kantor

Defirtisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan
memfaailitasi ketersediaan kompanen instalasi Estrik untuk penerangan bangunan
kantor. Sesuaï dengan namanya, komponen atau instalasi yang diniatkan. untuk
rHariakan adalahyang berkaitan dm^m ptaierangan bangunan kantor.

Terdapat dua unsur di dalam kalimat diaias yang periu ditandai yaitu: komponen
Estrik penerangan. bangunan kantor, dan instalasi listrik penerangan bangunan
kantor. Komponen dimaksudkan sebagai barang yang suatu Baat bila rusak bisa
diganli. Instalasi dimaksudkan sebagai pcralatan yang bila suatu saai rusak akan.
diperbaiki kecuali ditujukan untuk digpnti sehrruhnya- Penggantian aebagjan
dikategorikan sebagai perbaikan/perawatan sedangkan penggantian seluruhnya
dikategorikan sebagai penyediaan. Yang dicakup dalam ASB ini adalah kebutuhan
atas komponen instalasi. Dengan demikiaii. inatalasinya sendiii tidaJt dimasukkan
dalam kategmi ASB mi ASB yang lebfh tepat untuk instalasi adalah ASB berkaitan
dengun pengadaan atau perawatan mengingat bahwa instalasi jika diadakan akan
dlkonverai moijadi aset tetap sedangkan pengeluaraii untuk perawatan dimasukkan

«m belanja operasional atau aejenianya. Berbeda dengan defirim ASB sebelunmya
tonbmg penyediaan jasa listrik, maka yang dicakup di sisi adalah berkaitan dengan
komponennya dan cadangan untuk penggantian alas kcrusakannya.

Rumus Belanja; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kineija Organisasi)

~ Penyesuai Tarif x (Rp. 1.469.000 x Indeks Kineija Organisasi)

Indeks kineija spesifik o»yin>M«i dijabarkan dalam ketentuan yang menyertm
ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kineija setiap organisasi.



Belanja dktistrihusikaii deugen ketentuan sebagai berikut

Kategori Belanja
Batas
Bawah

CM
Rata-rata

(%)
Batas
Atas
CM

BelanjaBahan j^ka* Habis 9635% 98,41% 100,00%

Belanja Pemeliharaan 0,00% 1,59% 3,15%

ASB013 Pcnyedtoan Braalatm da* Pexlogirapaii Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganafisis kebutuhan belanja untuk mencukupi
ketersediaan peralatan dan perkngkapan kantor untuk menunjang kegiatan
organiaasi. Cukup franyak cakupan untuk peralatan dan periengkapan kantor yang
digunakan untuk mendukung kebutuhan operaai kantor dalam melaksanakan tugas
dan fiingsinynyang utoma_

Rumus Belanja :Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Organisasi)

Penyesuai Tarif x (Rp, 5.000.000 x Indeks Organisasi)

Incfeks kincaja «prefik dijabarkan dalam ketentuan. yang menyrrtai
ketentuan mi ataai ketentuan bcrikutnya. yang mene^skan perubahan alas indeks
küieija setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan seba^i berikut:

Kategori Belanja
Batas
Bawah

CM
Rata-rata

(%)
Batas
Atas
CM

Belanja Bahan/Material dan Bahan
Pakai Habis 0,00% 23,55% 100,00%

Dokumoitasi dan Sewn Rericngkapan
dan Peralatan Kantor

0,00% 36,45% 100,00%

Belanja Modal Peralatan Kantor 0,00% 40,00% 100,00%

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja imtuk mencukupi
keteraetUaan peralatan rumah tangga untnk menunjang kegiatan organisasL Cukup
banyak cakupan untuk peralatan rumah tangga. Pferalatan rumah tangga yang
dxmaksud bisa berupa gelas, piring, atau lairmya scbagai bagian kebutuhan dapur,
atau ember, tangga, Belang air sebagai bagian dan kebutuhan rumah tangga,

Rumus Belanja i Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar X indeks KinerjaQrgamsasi)

- Penyesuai Tarif x (Rp. 71.960,000 x Indeks Kinerja Organisasi)



Indeks kinerja spesifik organisaai dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berikutriya yang tnenegaskan perubahan atas indeks
kinetja setiap organisasL

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua belanjadidistribusikan dalam Belanja Baban/Material

ASB015 haycdiaa*Bahaa Bac»m da*Peratnzan hunding «arijnjiQ

Definiai;

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk menyediakan
bahan banaan utarna yang mendukung kelancarail informasi dalam orgHrriaaai dan
menyediakan sarana rujukan/informast peraturan perundang-undangan yang
diperlukan oleh suafu organisasi. Bacaan yang sifatnya hiburan tidak tennasuk di
dalam cakupan ini Pengadaan haraan dan peraturan penmdang-undangpii yang
dimatkan untuk rHbihabkan jugs tidak iermasuk dalam cakupandefirrisi inL

Untuk organisaai yang bertugas memberikan pengetahuan kepada maayarakat,
cakupan. di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan
pihak yang membutubkanƒmempemleh manfaat dari pengadaan bacaan tersebut-
Belanja yang diperhikaii dapat ditrnnhahkan dalam belanja kegiatan ini atan
dituangkan dalam kegiatan teraendirL

Rumus Belanja: Penyesuai Tarif x (Tarif Dasarx indeks KineijaOrganiaaai)

* J^T^esuai Tarif x (Rp- 4.500.000 x Indeks Kineija Or^aniaasi)

Indeks kineija spesifik organiaasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kinerja setiap cH-ganisast

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didiatribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kateguri Belanja
Hatas
Bawah

(%)
Rata-rata

(%)
Bataa
Atas
(%)

Belanja Cetak/Penggandaan/
rk>kumentasï dan Jasa kantor 99,78% 99,89% 100,00%

Belanja Modal AsetTetap Lainnya -
Pengadaan Buku 0,00% 0,11% 0,22%

ASB016 pesyediaan Bahan Logixtlk Kantor

Definisi:

ASB ini adalab ASB untuk menganafisis kebutuhan belanja untuk keteraediaan
logistik karena harus mdayanl pegdwmyang cukup banyak. fcnRgunanya tüaaaiiya
win!ah orgamsari dengan karakter kbusus yang membutuhkan ketersediaan logistik
aelain yang telah terakomodasi dalam belanja makanan dan minuman.

Rumua Belanja t Penyesuai Tarif x fTarif Dasar x indeks Kineija Organisaai)

“Penyesuai Tarif X (Rp. 810.000 x Indeks KinerjaOrganisasi)



Indeks kmeija spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks

Ketentuan. Distribuai Pengalokasian Belanja

Belanja didistribumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Belanja
Ratos
Bawah

(%)
Rata-rata

(%)
Batas
Atas
(%)

Belanja Bahan Ppkai Habis dan Bahanƒ
material 93,78% 96,84% 100,00%

Belanja Jasa Kantor 0,00% 3,16% 6,22%

ASBO17 Pexyvdiaax Mtkuui duMiuwman

Definisk

ASB ini adalab ASB untuk menganalims kebutuhan belanja Untuk mcncukuji
kebotuhan makanan dan minuman yang dibutuhkari sebagai penunjang kriancaran
operasi organisasi, Makanan dan Tnirruman yang dicakup di sini adalah makanan
dan minuman yang diperlukan untuk mendukung kegjatan operaaional yang berlaku
di kantor tersebuL Bdanja kegialan ini juga mencakup kebutuban untuk rapat
regulnr yang terjadi dalam kantororganisasi yang bersangkutan.

Atas organisasi yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlakuan khusus
untuk tamu dan rapat khusus yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat
dijangkau dengan kegjatan ini, maka kebutuhan makanan dan tnmuman dapat
diperhitungkan tersendiri dengan mencantumkan frekuensi, pihak khusus yang
terlibat, jenis rapat yang diseknggarakan dan durasi yang ditHitubkaiL, Belanja yang
dibutuhkan dapat ditambahkan dengan belanja yang diperhitungkan dari ASB ini.

Runras Bdanja: Penyesuai Tarif x[Tarif Dasar x indeks Kineija Organisasi)

Ptnyesuai Tarif x fRl»- 1,800.000 x Indeks Kmerja Organisasi)

Indeks kineija spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang mertyertai
krfCTituan mi atau ketentuan berikutiiya yang menegaskan perubahan al^s indeks
Idnecja setiap organisasL

Ketentuan Distribusi Pertgalokasian Belanja

Semua Belanja didiatribuaikan dalam Belanja Makanan dan Minuman.

ASB018 Rapatt-mpat KnonÜD**si dan Kansnltasi ke Lux Daamh

Definisk

asb ini adalah ASB untuk mcn^iialïsïs kebutuban belai^ja. untuk melaksanakan.
T^par^rapat koordinaaï dan konsultansi kc hiar dacrah. Terdapai dua unsur dalam
ASB ini yaitu rapat korrdinasi dan konsultansi. Rapat koordinasi berkaitan kumpulan
prang, dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan tujuan tertentu
yang ingin dicapaL Konsuitaiisï berkaüan dengan pihak yang dipandang lebih
mengetahui tentang suatu aturan, kebijakan atau visi strategic tertentu-

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinetja Organisasi)

* Penyesuai Tarif x (Rp- 16.800.000 x Indeks Kinetja Organisasi)



Indeks kineija spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan. yang menyertai
ketentuan ini alail ketentuan berikutnya yang menegaskan penibahan atas indeks
kinrnja setiap organisasL

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Semua Belanja didistribusikan dalam Belanja Perjalunan Dinas.

ASBO19 rtatyuniM* Lapoiu Capslaa Kineija dan lUrtisar Realisasl Kineija OPD

Definisf:

ASB ini ASB untuk menganabsis kcbutuhan belanja dalam jnenghadüfcan
laporan capaian kineija atau sqenisnya dan ilitisar icaüsasi kmeqa dan suatu
organisasi yang menjalankan tugas utama dan merupakan organisasi induk dalam
pemerintah daerah. Kegiatan ini mengakomodasi berbagai laporan kineija yang
dipersyaratkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan penindang-undangan.
Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mcngikuti
tingkntan OFD af™ besaran anggarun yang dipertanggungjawabkan atau besaran
aset yang dikelota. Untuk kepentingan praktikabïlitaa, dasar yang digunakan adalah
indeks OPD.

Ritmus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kineija Organisasi}

" Penyesuai Tarif x (Rp. 1.457.000 x Indeks Kineija Organisasi)

Indeks kineija spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang mcnegaskan penibahan atas indeks
kineija sctiap orgamsasL

Ketentuan Distribusa Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut

Katcgori Belanja
Batas
Bawah

(%)
Rata-iata

(%)

Batas
Alas
(%)

Honorarium PNS, Non PNS, dan Lembur 29,41% 54,23% 79,05%
Belanja Bahan Pakai Habis, Bahan/
Material, dan Cetak dan Penggandaan 14,24% 37,73% 61,23%
Belanja Makanan dan Minuman,
Tranportasj dan Fferjalanan Dinas 0,51% 7,14% 13,78%
Sewa, Jasa Kantor, Narusumber 0,00% 0,90% 1,79%

ASB02O Penyusunan Laporan Keuangan Semeeteran

Definisk

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam mcnghadirkan
laporan keuangan semesteran, Laporan ini adalah laporan perkembangan. Dengan
demikïafi laporan ini berbeda dengan laporan keuangan final. Daaar yang digunakan
untuk mencntukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan OPD atau
besaran anggaran yang dipertanggungjawahksn atau besaran aset yang dikelnla-
Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah indeks OPD.

Rumus Belanja:Penyesnai Tarif x (Tarif Dasarx indeks KineijaOrganisasi)

"Pfenyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x IndeksKineija Organisasi)



Indeks kinerja spesifik organisasi dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan bcrikutnya yang menegaskan perabahan atas indeks
Idncija setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didiatribuaikan dalam obyek belanja ; Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja
Cetak «fan Penggandaan, Honorarium PNS, dan Belanja Makuuan dan Minuman
dengan batasan yang behim ditentukan- Jïka diperhikan, belanja perjalanan cfinas
bisa dianggarkan di tuur ketentuan distribusa belanjadi atas.

ASBO21 hithh» Pelaporan Prognosis RmHmsI Anggaran

Definïsi:

ASB ini adalah ASB untuk mengajialisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan
laporan prognosis realisasi anggaran. Laporan ini adalah laporan perkembangan.
Dragan A-mikLm laporan ini berbeda laporan kmcija final dan
Twnp]ngkapkao pencapaian realisasi anggaran sejauh pada saat pelapuran. Dasar
yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti
tingkatan OPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjswabkan atau besaran
aset yang dikdot Untuk kepentingan praktikabilitas, dasar yang digunakan adalah
indeks OPD.

Rurnus Belanja t Penycsuaï Tarif*ffarif Dasar x indeks Kineija Organisasi)

* Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Kineija Organieasi)

Indeks kir^rp spesffik orgntisasi dijabarkan dalam ketentuan yang mtanyertai
ketentuan ini atau ketentuan bcrikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kineija setiap organisasi.

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

dldistribufflkan dalam bbyek belanja; Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja
Cetak dan Bcnggandaan, Honorarium PNS, dan Belanja Makanau dan Minuman
dengan batasan yang belum ditentukan. Jika diperlukan, belanja peijalanan dinaa
bisa dianggarkan di luar ketentuan distribusi belanja di atas.

ASBQ23 Pctpiiiiin Pelaporaa Keuan&ni AkhirTalm

Definisi;

ASB adalah ASB untuk menganaksis kebutuhan belanja dalam menghadirkan
lapcxan keuangan aldur tahum Laporan ini adalah laporan finaL Dengan demikian
laporan ini telah menggambarkan keseluruban kondisi dan situasi keuangan yang
dijalani oleh. organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya, Dasar yang
digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan
OPD atau hesarau anggaran yang dipotanggungjawabkan atau besatan asei yang
diknlnla. Untuk kepenting^n pralclikatiïlïfaa^ dasar yang digunakan adalah indeks
OPD.

Rumus Belanja :Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x indeks Kinetja Organisasi)
« Penyesuai Tarif x (Rp. 1.457.000 xIndeks Kineija Organisasi)

Indeks kmeija spesifik organiaam dijabarkan dalam ketentuan yang menyertai
ketentuan ini atau ketentuan berikutnya yang menegaskan perubahan atas indeks
kineija setiap organisasi.



Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan deugan ketentuan sebagai benkut

Kategori Belanja
Batas
Bawah

(%)
Rata-rata

(%)
Batas
Atas
(%) _

UangLembur 29^0% 54,59% 79,38%

Belanja Bahan Pakai Habis dan Cetak/
Penggandaan/Dokumentasi 15,58% 39,48% 63.37%
Belanja Makanan dan Mhurman dan
Pfcrjalanan Dinas 0,33% 5,75% 11,17%^
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/
Feuceramah dan sejenisnya 0,00% 0,19% 037%

ASB023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Defïniai:

ASB mi adalah ASB untuk menganalisis kcbutuhan belanja melakukan pemeliharaan
alas rumah jabatarL

Rumua Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/Bericala Rumah Jabatan)

- Pfcnycsuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
Bcrkala Rumah Jabatan)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai benkut

Kategori Belanja
Batas
Bawah

CM
Rata-rata

(%)
Batas
Atas
(%)

Belanja Bahan/Material 87,02% 93,28% 100,00%

Belanja Jasa Kantor 0,00% 6,72% 12,98%

ASB024 PemelihaTimn Ratin/Berfada Rumah Dinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
plaat rumah dinas-

Runms Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan x Nilai Aset
yang Dipelihara)

s Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x indeks RemeHharaan Rutin/
'bcrkala Rumah Dinos}

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas.



ASB025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Definisi;

ASB ini adalah ASB untuk menganatiris kebutuhan belanja melakukan pemeHharaan
atas gedung kantor.

Rumus Bclanja : Ptenyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutinƒberkala Gedung Kantor)

- Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Gedung Kantor)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seturuh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor.

ASB026 Pemeliharaan RutinƒBethals Gedung/Aset Daerah Lainnya

Definisi?

ASB ini adalah untuk menganalisis kebutuhan bdarya melakukan pemeliharaan
atas gedung atau aeet daerah lainnya yang bukan merupakan gedung kantor.
Gedung ini mungkin merupakan fasilitas pubtik atau sasana atau stadion yang tidak
berada di Hngknngan kantor.

Rumus Bclanja : Penyesuai Tarif x fTarif Dasar x Indeks ïVimeliharaan
Rutin/berkala Gedung/Aset Daerah Lainnya)
Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 Indeks Pemetfaaraan Rutin/
berkala Gedung/Aset Daerah Lainnya)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Sehiruh belanja didistribusikan dalam belanja pemcliharean rutin/berkala
gedung/aset daerah lainnya.

ASB027 PemeHharaan Rnt±n/Berkala Mobil Jabatan

Definisi:

ASB ini «tatah ASB untuk mengmalisw kebutuhan belanja melakukan pemebharaan
atas kendaman yangrfigunakan okh pejabaL

Ruihub Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkaLa Kendaraan/Mobil Jabatan)

* PenyMuaiTarif x (Rp. 1.000,000 x Indeks Pemekharaan Rutin/
berkalakwidarMn/Mobil Jabatan)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Selumh belanja didiatrihusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionaL

ASBO28 P®meliharaaji Rutin/Berkut* Kendaiaan EHnaa/Op^raaional

Definish
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pcmeliharaan
alas kendaraan dinas/operasionaL



Rumua Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

- Penyesuai Tarif x 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

Ketentuan. Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanjadidistribusikan dalam belanja pcmeEharaan rutin/berkala kendaraan
ifrnJMt/nprra«ufl«al-

ASB029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Dehnisi:
ASB ini adalah ASB untnk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
atas meubeleur dari suatu organisasi tennasuk yang berada dalam tanggungannya.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Mebeleur}
Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000,000 xIndeks Pemeliharaan Kutin/
berkala Mebeteut)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Sehuruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

ASB030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Defirusk
ASB ini adalah ASB untuk menganalims kebutuhan belanjamelakukan pemeliharaan
atas perlengkapan rumah jabatan/dinas.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif at (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
RutinƒBerkala Perienfkapan RumahJabatan/Dinas)

“ Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah jabatan/dinas.

ASB031 PemeHharaan Rntin/Barkala Fernlataa Rumah JabataaƒDinas

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganaliaia kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
atas peralatan rumah jahatan

Rumus Belanja : penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas)
Penyesuai Tarif x (Rp- 1-000,000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Rumah Jabatan/Dinas)

Ketentuan Distribuai Perig^Jnkairian Belanja

Seluruh belanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas.

if



ASB032 Pemeliharaan Rntin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Definist
AgR ini adalah ASB untuk mengamdiais kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
atas peralatan gedung kantor.

Pilmint Brianja : Penyesuai Tarif x (Ruif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutm/bgfcala Peralatan Gedung Kantor)- Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Peralatan Gedoog Kantor)

Ketentuan Dïstribusi Pengalokasian Belanja

Seturuh bdanja didistribusikan dalam belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor.

ASB033 PemeHharaaa Rotix/Berkala Perleagkapas Gedung Kantor

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk menganabsis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
atas perlengkapan gedung kantor.

Humus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor)

- Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala.Periengkapan Gedung Kantor)

Ketentuan Dïstribusi Pengalokaman Belanja

Selumh belanja didistribusikan dalam belarya pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor

A8BQ34 PemeHhamx Rntin/Berkala «JalaM
Delïnisi'

ASB ini adalah ASB untuk menganabsis kebutuhail bclanja melakukan pemeliharaan
rutin/berkala alasjalan.
Rumua Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan

Rutin/berkala Jalan)

" Penyesuai Tarif x (Rp. 1-000.000 x Indeks Bemetiharawm Rutin/
berkala Jalan)

Ketentuan Dïstribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan dïstribusi belanjamengikuti kaidah/norma pemeliharaan jalan.

ASB035 PemeUharaan RutinƒBerkala Jembatan

DeEmsi:

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pemeliharaan
mtin/bmkala jemhatan _

Rurnus Belanja ; Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaan
Rutin/berkala Jembatan)- Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Jembatan)

Ketentuan Dïstribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan «tribui belanja mengikuti kaidah/norma pemehharaaii jembatan.
iL



ASB036 Pemeliharaan Rutin/Berks!* Bangnnan Air

Definisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganafisis krbutuhan belanja melakukan pcmehTiaman
rutin/berkala alas bangunan air.
RumuaBdanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Ptmeliharaan

Rutin/berkala Bangunan Air)

- Pfenyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks PtetncEhoraan Rutin/
berkala Bangunan Air}

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketenman distribusi belanja mengikuti kaidah/norma pemeliharaan alas bangunan
air.

ASB037 Pemeliharaan Rntln/Berkala Inatalasl
Definisi:
ASB ini adalah ARB unfnk mcngpnahsis kebutuhan belanja mclakukan pemeliharaan
rutin/berkala atas instalasL
Rumu* Belanja : Penyesuai Tarif X (Tarif Dasar x Indeks Pemeliharaaii

Rutin/berkala Instalasi)

- Penyesuai Tarif x (Rp. 1.000.000 x Indeks Pemeliharaan Rutin/
berkala Instalaai)

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanjamengikuti kaidah/norma pcsneEharaan alas instalasL

ASB038 Pemeliharsan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi
D^nisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja tnelakukan pemeKharaan
rutin/berkala atas jaringan irigasi.
Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks PemeEharaan

Rutin/beikala Jaringpu Irigasi)
" Penyesuai Tarif x (Rp. 1,000.000 x Indeks Pemcfiharaan Rutin/

berkala Jaringan Irigasi]

Ketentuan Distribusi Pengalokasian Belanja

Ketentuan distribusi belanja mengikuti kaidah/unrrna pemeEharaan alas jaringan
irigasi.

ASB039 Rchabilita*! Sedang/Bcrat Rumah Jabatan
Definint:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisls kebutuhau bdanja tnelakukan rehabdlilasi
oedang/bcrat ata* rymab jabatam RehabiKtasi ringan tidak dicakup diaini dan

Primus Belanja : Penyesuai Tarif x fTarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Jabatan)

• Penyesuai Tarif x (Rp. 10,000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Bend Rumah Jabatan)



ASB040 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Definisi:
ASB mi adalah ASB untuk mrngmalisis kebutuhan belanja melakukan rehabihfasi
sarfangƒbcrat atas rumah dinas. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan
dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.
Rumus Burijn ; Repyesuai Tarif a (Parif Dasar X Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Dinas)

- Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Rumah Dinas)

ASB041 RahabOita*! Scdang/Berat Gedung Kantor

Definisi:
ASB ini adalah ASQ untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
scdang/berat alas gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan
dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaarL.
Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor)
3 Penyesuai Tarif x (Rp- 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/

Berat Gedung Kantor)

ASB042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Aset Daerah Lainnya

Definisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atas gedung atau aset daerah Lainnya yang bukan merupakan gedung
kantor. Gedung ini mungkin merupakan. fasilitas publik atau sasana atau stadion
yang tidak berada di lingkungan kantor. Rehalülitasï rin^n tidak dicakup disini dan
dikaiegorikan sebagai kegiatan pemekharaaiL.
Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung/Aset Daerah Lainnya)
3 Penyesuai Tarif x (Rp- 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/

Berat Gedung/Aset Dacxah Lainnya)

ASB043 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

Definisi:

ASB ini adalah ASB untuk mcnganalisis kEbutuban belanja melakukan rehabilitasi
fiedang/berat aias kendaraan yang digunakan oleh pejabat-Rehabilitasi ringan tidak
dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.
Rumus Belanja z Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat

/Mnbil Jahatan)
v Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/

Berat Kendaraan/Mobil Jabatan)

ASBO44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan DAnas/OperuIonal

Definisi:

ASB ini utalah ASB untuk menganalisis kebutuhan bdanja mdakukan rehabilitasi
sedang/berat atas kendaraan dmas/operasional_Rrhabilitasi ringan tidak dicakup
disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.



Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks, Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000,000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Kendaraan Dinas/Operasional)

ASBO45 Rehabnitaai Scdang/Berat Jfebeleur

Definisi:
ASB mi adalah ASB untuk mengaualisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atas meubeleur dart suatu organiaasi termasuk yang berada dalam
tanggungannya. RehabilitaM ringan tidak dicakup disini dan dikaiegorikan sebagai

petneUharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Afebeteuri

- Ptnyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Afebefem)

ASB046 Rehabilitasi SedangƒBerat Perlengkapan rumah jabatan/dinae

Definisit

ASB mi adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehafailitasi
sedang/berat atas perlengkapan rumah jabatan/dinas. Rehabilitasi ringan tidak
dicakup disini dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar X Indeks Rehabilitasi Scdang/Berat
poriënpapara Rumah Jabatan/Dinas)

= Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Indeks Rehabilitasi
Sedang/Berat Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas)

ASBO47 BckabHitasi Sedang/Bcrat Peralatxx Rumah Jahatsx/dinas
Definisn
ASB ini adalah ASB untuk menganplimg kebutuhan belanja fneJakulmn rehabilitasi
sedang/berat ab»* peralatan rumah jabatanƒdïna*. Rehabilitasi ringan tidak dicakup
disini dan dikategorikafi sebagai ktgialaii pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Jabatan/Dinas)

- Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Rumah Jabatan/Pinas)

ASB048 Rehabilitasi Sedang/Berat Peralatan Gedung Kantor
pcfirtiai*

ASB mi adalah ASB untuk mmganalisiK kebutuhan belanja mclaknkan rehabditasi
sedang/berat atas peralatan gedung kantor. Rehabditasi ringan tidak dicakup disini
dan dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Peralatan Gedung Kantori

- Penyesuai Tarif x (Rp- 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Ftralatan Gedung Kantor)



ASB049 Rehabilitasi Sedang/Berat Perieagkapan Gednng Kantor

Definisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganabsis kebutuhan belanja melakukan rehabditasi
sedang/berat Mas perlengkapan gedung kantor. Rehabilitasi ringan tidak dicakup
disini Han dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Bdarga : Ptnyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Borat
PtertengkHpan Gedung Kantor)— Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000,000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Perlengkapan Gedung Kantor)

A5BO5O Rehabiütwi Sedang/Berat Jalan

Definiai:

ASB ini «lalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabditasi
sedang/berat aias jalan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan dikategorikan
sebagai kegiatan pemeliharaan.
Rumus Belanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat

Jalan)

* Penyesuai Tarif x (Rp- 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Jalan)

ASB051 RehaMIitaxi Sedang/Berat Jembatan

Definisii

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuban belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atag jembatan. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan

Rumus BeLanja. : I^nyesuai Tarif X (Tarif Dasar x ludieks Rchabüitasi Sedang/Bcrat
Jembatan)
Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Jembatan)

ASBO52 Rehsldlitxai Sedng/Bcrat Bxngmum Air

Definisi:
ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atas bangunan air. Rc?hahi1itaai ringan tidak dicakup dismi dan
dikategorikan sebagai kegiatan pemeliharaan.

Rumus Belanja : penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan Air)

v Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Bangunan Air)

ASBO53 Rehabilitasi ficdang/Bcrat ïnrtalasl

DefinisÈ

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
sedang/berat atas instalasi. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan
dikategorikan sebagai kegiatan pemdiharaan.



Ramus BeLanja : Penyesuai Tarif x (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Instalasi)

- Pfenyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Instalasi)

ASB054RehablliUxi Sedang/Bent JnringsuiIrigasl

Dcfinisü

ASB ini adalah ASB tintuk menganaHsis kebutuhan belanja melakukan rehabilitasi
scdang/berat atas jaringan irigasi. Rehabilitasi ringan tidak dicakup disini dan
dikategorikan sebagai kegiatan pcmeliharaaru

Rumus : Penyesuai Tarif X (Tarif Dasar x Indeks Rehabilitasi Sedang/Berat
Jaringan Irigasi)
Penyesuai Tarif x (Rp. 10.000.000 x Indeks Rehabilitasi Sedang/
Berat Jaringan Irigasd)
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ASB001: Penyediaan Jasa Surat-menyurat
| IndentSKPÖ

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Martusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anale,
1,00

4 Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 0,00
5 Badan Pengetqlaan Keuangan dan Aset Daerah 2,50
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, CNahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipit 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komunikasl dan Informal!ka
Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah, Perdagangan dan

0,00

11 Perindustrian 2,19
12 Dinas Lingkungan Hidap 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Penkanan 0,00
15 Dinas Pendldikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangs? dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretariat Dewan KQRPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00
24 Kecamatan AdHuwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardawka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penangguhngan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Sosial 0,00
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ASB002: Penyediaan fasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.. -.V
No. SKPD [ huteks

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16,75
2 Badan Pendapatan Daerah 21,88
3 Dinas Kesehatan 18,66

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10,00
5 Badan Pengeioiaan Keuangan dan Aset Daerah 27,13
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13,?S
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parlwisata 3,00
a Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 19,42
9 Dinas Ketahanan Pangan 2,75

ID Dinas Komunikasi dan Informal!ka 25,00
Dinas Koperasi, U$aha Kecii Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustnan 9,81
12 Dinas Lingkungan Hidup 6,75
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Plntu 13,75
14 Dinas Perikanan 5,75
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 1Z50
16 Dinas Perhubungan 8,75
17 Dinas Perpustakaan dan Kearslpan 3,00
18 Inspektorat 17,50
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,88
20 Satuan Polisi Pamong Praja 9,00
21 Sekretariat Daerah 200,46
22 Sekretariat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 52,50
24 Kecamatan Adiiuwih 1,13
25 Kecamatan Ambarawa 1,00
26 Kecamatan Banyumas 1^0
27 Kecamatan Gading Rejo 1,50
26 Kecamatan Pagelaran 1,63
29 Kecamatan Pagelaran Utara 1,50
30 Kecamatan PardaSuka 3,00
31 Kecamatan Pringsewu 2,50
32 Kecamatan Sukoharjo 2,00
33 Badan PenangguLangan Bencana Daerah 7,00
34 Dinas Pertanlan 13,38
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 5,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerfaan Umum dan Perumahan Rakyat 27,75
38 Dinas Sosial 2,83
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ASB003: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Mo. SKPD [..fodeks:.'‘

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan 0,00

Dinas Pernberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
4 pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
5 Badan Pengeldaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komtmikasi dan Informatika 0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecfl Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Llngkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9,67
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dlnas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
1 Sekretariat Daerah 262,33

22 Sekretenat Dewan KORPRl 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 45,95
24 Keesmaten Adiluwih 9,93
25 Keesmaten Ambarawa 7,33
26 Kecamatan Banyumas 633
27 Kecamatan Gading Rejo 1,00
28 Kecamatan Pagelaran 5,50
29 Kecamatan Pagelaran Utera 12,40
30 Keesmaten Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 22,27
32 Kecamatan Sukoharjo 6,17
33 Badan Penangguiangan Beneana Daerah 0,00
34 Dinas Pertentan 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 8,80
37 Dlnas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Sosial 7,20
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ASB004: Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
No. SKPD [ |ndeks;

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusla 0,00
1 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak,
0,00

4 Pengerdallan Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
5 Badan Pengetotaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipH 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komunlkasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengsh, Perdagangan dan

0,00

11 Perindustrian 0,00
11 Dinas Ungkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
IS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearslpan 0,00
18 inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
10 Satuan Polis! Patnong Praja 0,00
11 Sekretariat Daerah 0,00
12 Sekretariat Dewart KOBPRI 0,00
13 Sekretariat Dewon Perwakilan Rakyat Daerah 0,00
14 Kecamatan Adiluwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Prlngsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Sosial 0,00
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ASBOOS: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Ma. SKPD [ IndeMi

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusla 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
0,00

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
S Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komunikasi dan informatika
Dlnas Koperasl, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

0,00

11 Perindustrlan 0,00
12 Dinas Ungkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendldikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhübungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearslpan 0,00
18 Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polis! Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretariat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00
24 Kecamatan Adiluwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamaten Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasoka 0,00
31 Kecamatan Prtngsewj 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Sosial 0,00
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ASB006: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
No. SKPD [ Indekii^

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00
2 Badan Pandapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan 0,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
5 Badan pengetolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipH 0,00
9 Dinas Katahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Ungkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Fendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspectoral 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Pollsi Pamang Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretariat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah 0,00
24 Kecamatan Adiluwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagetaran 0,00
29 Kecamatan Pagehran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Soshi 0,00
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ASB007: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
No. SKPD [ indeki^

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuka 2,14
2 Badan Pandapatan Daerah 3,01
3 Dinas Kesehatan 4,84

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungan Anak,
4 Pengendaiian Penduduk dan Kduarga Berencana 2,81
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 59,08
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3,69
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2,35
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2,16
9 Dinas Ketahanan Pangan 2,13

10 Dinas Komunikasi dan informatika 2,16
Dinas Koperasl, Usaha Kedl Menengah, Perdagangan dan

11 PeHndustrian 3,07
12 Dinas Lingkungan Hidup 2,34
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2,25
14 Dinas Perikanan 1,80
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 5,23
16 Dinas Perhubungan 2,12
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1,46
18 InSpektorat 2,43
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,22
20 Satuan Polisi Pamong Praja 1,90
21 Sekretariat Daerah 12,89
22 Sekretariat Dewan KDRPRi 1,11
23 SekretaHat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4,25
24 Kecamatan Adiluwih 1,09
25 Kecamatan Ambarawa 1,06
26 Kecamatan Banyumas 1,05
27 Kecamatan Gading Rejo 1,06
28 Kecamatan Pagelaran 1,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 1,12
30 Kecamatan Pardasuka 1,04
31 Kecamatan Pringsewu 1,24
32 Kecamatan Sukoharjo 1,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,73
34 Dinas Pertanlan 3,19
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 1,64
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasl 1,58
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 16,57
38 Dinas Sosial 1,61
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ASB008: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
No. SKPD 1 indek$>

1 Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7,55
2 Badan Pendapatan Daerah 7,55
3 Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak,
?<ss

4 Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 5,51
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15,15
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7,62
7 Dinas Kepemudaan, Otahraga dan Pariwisata 3,77
8 Dinas Kependudukan Dart Pencatatan SipiE 9,34
9 Dinas Ketahanan Pangan 2,26

ID DInas Komunikasl dan 1nformatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

2A1
11 Perindustnan 7X»
12 Dinas Ungkungan Hidup 177
13 Dinas Penanaman Modal dan PeiayananTerpadu Satu Pintu 2,67
14 Dinas Per?kanan 3,77
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan X26
16 Dinas Perhubungan 3,77
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,46
18 Inspektorat 6,34
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,51
20 Satuan PoJisi Pamong Praja 2,97
21 Sekretariat Daerah 46,52
22 Sekretariat Dewan KORPRI 1,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 219,33
24 Kecamatan Adüuwlh 9,21
25 Kecamatan Ambarawa 7,23
26 Kecamatan Banyumas 7,69
27 Kecamatan Gading Rejo 2,88
28 Kecamatan Pagelaran 3,82
29 Kecamatan Pagelaran Utara 7,46• 30 Kecamatan Pardasuka 3,89
31 Kecamatan Pringsewu 24,91
32 Kecamatan Sukoharjo 3,34
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6,04
34 Dinas Pertanian 3,77
35 Dinas Remberdayaan Masyarakat dan Pekon 3,77
36 Dinas Tenaga Kerja dan TransmJgrasI 3,64
37 Dinas Pekerjaan Umam dan Perumahan Rakyat 4,70
38 Dinas Sosial 3,02
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ASB009: Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
No. 5KPD

1 '-f -r"| Indeksr
1 Barfan Kepegawaian dan Pengembangan Somber Daya Manusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan 2,22

Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlIndungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana U2
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,89
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 1,88
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4,44
9 Dinas Ketahanan Pangan 2,50

10 Dinas Komunlkasi dan Informatika 0,00
Dinas Koperasi, Usaha Ketil Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Relaysnan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 1,11
15 Dinas Pendidtkan Dan Kebudayaan 2,22
18 Dinas Perhubwngan 3,18
17 DInas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 inspektorat 5,33
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 SekretariatDaerah 19,44
22 Secretariat Dewan CORPRI 0,00
23 Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 20,69
24 Kecamatan Adiluwih 1,33
25 KecamatanAmbarawa 1,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 1,28
29 Kecamatan Pagelaran Utara 1,84
30 Kecamatan Pardasuka 1,82
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 KecamatanSukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 1,11
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Pekon 2,80
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmlgrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5,60
38 Dinas Sosial 0,00
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ASB010: Penyediaan Alat Tulis Kantor
- "V.t

[tndek^SKPD
1 Badan Kepegawalan dan PengembanganSumber Daya Manusia 6,02
2 Badan Pendapatan Daerah 13,52
3 Dlnas Kesehatan

Dhas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
5,52

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 8erenC3na 3,61
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15,85
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9,53
7 Dinas Kepemudaan, Oiahraga dan Pariwisata 4,79
8 Dlnas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5,96
9 Dlnas Ketahanan Pangan 3,17

10 Dinas Kouwnikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah, Perdagangan dan

4,48

11 Perlndustrian 5,59
12 Dlnas Lingkungan Hldup 8,19
13 Dlnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,76
14 Dinas Perikanan 3,58
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 6,74
16 Dinas Perilubungan 3,68
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 336
18 Inspektorat 13,15
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,00
20 Satuan Polisi Pamong Praia 2,10
21 Secretariat Daerah 31,21
22 Secretariat Dewan KORPRI 3,17
23 Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 13,94
24 Kecamatan Adituwih 2,55
25 Kecamatan Arnbarawa 235
26 Kecamatan Banyumas 2,80
27 Kecamatan Gading Reja 3,11
28 Kecamatan Pagefaran 3,65
29 Kecamatan Pageiaran UUra 4,74
30 Kecamatan Pardasuka 2,08
31 Kecamatan Pringsewu 5,15
32 Kecamatan Sukoharjo 3,81
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,45
34 Dlnas Pertanlan 9,96
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4,93
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 3,69
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9,67
38 Dinas Sosial 6,49
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ASB011: Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan
No. SKPD | Indeks^

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Days Manusia 8,00
2 Badan Pendapatan Daerah 12,91
3 Dlnas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan AnaK
17,00

4 Pengendafan Pendudukdan Keluarga Berencana 9,00
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7,20
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9,03
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parlwisata 3,91
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 9,17
9 Dinas Ketabanan Pangan 2,25

10 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

2,18

11 Perindustrian 14,99
12 Dinas Ungkungan Hidup 8,96
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11,05
14 Dinas Perikanan 2,65
IS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 4,89
15 Dinas Perhubungan 9,07
17 Dlnas Perpustakaan dan Kearsipan 2,49
18 Inspektorat 11,26
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 102,53
22 Sekretariat Dewan KORPR! 1,92
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 112,49
24 Kecamatan Adlluwih 3,39
25 Kecamatan Ambarawa 4,96
26 Kecamatan Banyumas 3,77
27 Kecamatan Gading Rejo 2,16
20 Kecamatan pagetaran 2,16
29 Kecamatan Pagehran Utara 3,20
30 Kecamatan Pardasuka 2,66
31 Kecamatan Pdngsewu 8,13
32 KecamstanSukohaijo 2,08
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,57
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 6,29
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 3,90
37 Dlnas Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat 1,36
38 Dinas Sosial 2,86
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ASB012: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

|JndeialNO. SKPD
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6,81
2 Badan Pendapatan Daerah 6,81
3 Dina$ Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak,
768,41

4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beremana 4,94
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah 6,82
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,15
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2,18
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3,62
9 Dinas Ketahanan Pangan 2,04

10 Dinas Komunikasl dan Informatika
Dinas Koperasl, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

5,94

11 Perindustrian 2,52
12 Dinas Ungkungan Hidup 3,40
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6,3S
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dlnas Pendidikan Dan Kebudayaan 3,40
IS Dinas Perhubungan 3,34
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1,00
18 Inspectoral 4,77
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,36
20 Satuan Polisi Pamong Praja 2,04
21 Sekretariat Daerah 61,76
22 Sekretariat Dewan KQRPRi 0,00
23 Sekretariat Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah 43,80
24 Kecamatan Adiluwih 4,54
25 Kecamatan Ambarawa 5,75
26 Kecamatan Banyumas 337
27 Kecamatan Gading Rejo 4,65
28 Kecamatan Pagelaran 2,54
29 Kecamatan Pagelaran Utara 5,03
30 Kecamatan Pardasuka 2,34
31 Kecamatan Pdngsewu 22,81
32 Kecamatan Sukoharjo 3,04
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,43
34 Dinas Pertanian 22,16
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 3,40
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasl 2,59
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,25
33 Dinas Sosial 2,04



ASB013: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
MO. SKPD | Jndeksj

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan

Dinas PembenJayaan Perempuan, Perfindungan Anak,
0,00

4 Pengendalian Penduduk dan KeJuarga Berencana 0,00
5 Badan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Slpit 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00

ID Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecii Menengah, Perdagangan dan

0,00

11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintU 0,00
14 Dinas Penkanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
2D Satuan Polish Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 7,92
22 Sekretariat Dewan KDRPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00
24 Kecamatan Adlluwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00• 30 Kecamatan Pardasuka 7,40
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo W1
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Penanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat 34,66
38 Dinas Serial 1,00



14

ASB014: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
| Indeks^No. SKPD

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Marusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
0,00

4 PengendaBan Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
5 Badan Pengelalaart Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parlwlsata 0,00
a Inas Kependudukan Dan Pencatatan SIpi1 0,00
a Ketahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komunikasl dan Infonnatika
Dinas Koperast Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

0,00

ii Pefindustrian 0,00
12 Dinas Ungkungan Hldup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretariat Dewart KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1,00
24 Kecamatan Adliuwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewv 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Sosial 0,00
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ASB015; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
No. SKPO

I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Somber Daya Manus*a 5,33
2 Badan Pendapatan Daerah 5,53
3 Dinas Kesehatan 5,55

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perilndungan Anak,
4 PengendaNan Penduduk dan Keluarga Berencana 5,56
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5,56

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,89
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 5,52
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5,56
9 Dinas Ketahanan Pangan 3,31

10 Dinas Komunikasl dan Informatika 5,60
Dinas Koperasi, Usaha Ketil Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 5,56
12 Dinas Ungkungan Hidup 5,56
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5,44
14 Dinas Perikanan 5,49

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 5,47
16 Dinas Perhubungan 4,60
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4,55
18 Inspektorat 5,50
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5,53
20 Satuan Pohsi Pamong Praja 5,56
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 SekretBrlat Dewan KORPRI 3,60
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 176,60
24 Kecamatan Adiluwih L07
25 Kecamatan Ambarawa 1,00
26 Kecamatan Banyumas 1,49
27 Kecamatan Gading Rejo 1,60
28 Kecamatan Pagelaran 2,13
29 Kecamatan Pageiaran Utara 1,60
30 Kecamatan Pardasuka 1,60

Kecamatan Pringsewu 3,33
32 Kecamatan Sukoharjo 2,13
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5,55
34 Dinas Pertanian 6,67
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 5,56
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl 5,33
37 Dinas Pekerjaan Umurn dan Perumahan Rakyat 5,53
38 Dinas Social 5,55
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ASB016: Penyediaan Bahan LogistikKantor
[>ide^No. SKPD . .

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 DinaS Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Penempuan, Periindungan Anak,
0,00

4 Pengendafian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
a Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Siptl 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00

10 Dlnas Komunikasi dan Infonnatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

0,00

11 Perindustrian 0,00
12 Dinas Lingkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praia 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretariat Dewan KORPRI 0,00
23 Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 0,00
24 Kecamatan Adlluwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Keesmaten Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagëlaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00• 30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Keeamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja dan Transenigrasl 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Sosiai 0,00
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ASB017: Penyediaan Makanan dan Minuman
|JndeksiNo. SKPD

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8,51
2 Badan Penddpatan Daerah 19,44
3 Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
17,42

4 PengendaBan Penduduk dan Keluarga Berencana 63,38
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 27,78
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,45
7 Dinas Kepemudaan, Oiahraga dan Pariwisata 3,29
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipi! 3,33
9 Dinas Ketahanan Pangan 1,73

10 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

7,37

11 Perindustrian 5,27
12 Dinas Lingkungan Hidup 6,78
13 Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Pedkanan 5,55
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 11,20
16 Dinas Perhubungan 5,90
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1,00
18 Inspektorat 13,33
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik X7B
20 Satuan Polis! Pamong Praja 9,89
21 Sekretariat Daerah 401,11
22 Sekretariat Dewan KORPRI 2,96
23 Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah 144,17
24 Kecamatan Adiluwih 13,78
25 Kecamatan Ambarawa 19,44
28 Kecamaitan Banyumas 17,16
27 Keeamatan Gading Rejo 8,25
28 Kecamatan Pagelaran 19,44
29 Kecatnatan Pagelaran Utara 12,35• 30 Ketamatan Pardasuka 14,67
31 Kecamatan Pringsewu 20,00
32 Kecamatan Sukotiarjo 19,21
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 5,33
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 18,76
30 Dinas Tenaga Kerja danlransmlgrasi 6,88
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Pecumahan Rakyat 0,00
38 Dinas Soslal 0,00
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ASB018: Rapat-rapat Kordinasl dan Ronsultasi ke Luar Daerah
No. SKPD

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Somber Daya Manusia 70,48
2 Badan Pendapatan Daerah 13,25
3 Dinas Kesehatan 22,89

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22,66
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10,33
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50,73
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwiseta 1,69
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 10,99
9 Dinas Ketahanan Pangan 10,48

10 Dinas Komunikasl dan Informatika 26,89
Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah, Perdagangan dan

11 Perfndustrian 17,58
12 Dinas Lingkungan Hidup 13,18
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25,28
14 Dinas Perikanan 5,09

ft 15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubitngan 10,14
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4,71
18 inspektorat 26,23
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5,80
20 Satuan Pofei Pamong Praja 3.55
21 Sekretariat Daerah 80,28
22 Sekretariat Dewan KORPRf 3,27
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 19,62
24 Keesmaten Adiluwih 2,05
25 Kecamatan Ambarawa 2,03
25 Kecamatan Banyumas 2,64
27 Kecamatan Gading Rejo V?
28 Kecamatan Pagelaran 4,45
29 Kecamatan Pagelaran Utara 1,92

A 30 Ketamatan Pardasuka 2,94w Kecamatan Pringsewu 1,00
32 Kecamatan Sukoharjo 3,54
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11,07
34 Dlnas Pertanian 4,85
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 31,95
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 4,42
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 22,85
38 Dinas Sosial 23,18
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ASB019: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlsar Realisasi
Kinerja SKPD
No. SKPD [ Indeks

1 Batfan Kepegawaiandan Pengembangan Somber Daya Manusia 11,14
2 B^dan Pendapatan Daerah 7,51
3 Dinas Kesehatan 23,18

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
4 Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana 6,86
5 Batten Pengdoiaan Keuangan dan Aset Daerah 24,48
6 Baden Perencanaan Pembangunan Daerah 8,33
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 8,01
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4,44
9 Dinas Ketahanan Pangan 2,44

10 Dinas Komunlkasi dan Informatika 6,05
Dinas Koperasi, Usaha Ketil Meneogah, Perdagangan dan

11 Perindustrian 10,03
12 Dinas Ungkungan Hidup 6,50
13 Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu 6,86
14 Dinas Perikanan 5,79
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 16,03
15 Dinas Perhubungan 6,93
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1,73
IS Inspektorat 10,30
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 10,30
20 Satuan Polisl Pamong Praja 10,21
21 Sekretafiat Daerah 40,53
22 Sekretariat Dewan KORPRi 9,27
23 Secretariat Dewan Perwakiten Rakyat Daerah 10,30
24 Kecamatan Adiluwih 1,81
25 Kecamatan Ambarewa 1,00
26 Kecamatan Banyumas 6,62
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 3,28
29 Kecamatan Pagelaran Utara 2,81
30 Kecamatan Pardasuka 7,63
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,43
34 Dinas Pertanian 13,95
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 6,86
36 Dinas Tenaga Kerja danTrensmigrasi 8,89
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3,99
38 Dinas Sosfal 8,21

38 Dinas Sosial 0,00
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ASB020: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
No. SKPD | Indeks '

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Somber Daya Manusia q,do
2 Baden Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak,
0,00

4 Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana 0,00
5 Badan Pengetofaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Baden Penencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dines Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil 0,00
9 Drnas Ketahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

0,00

11 Perlndu$trïan 0,00
12 Dlnas Lingkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00
14 Dines Perikanan 0,00
15 Dines Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dlnas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
18 [nspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Poiitik 0,00
20 Satuan Poiisi Pamong Praje 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretariat Dewan KORPRl 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwatdlan Rakyat Daerah 0,00
24 Ketamatan Adiluwlh 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Ketamatan Banyumas 0,00
27 Ketamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pageiaran 0,00
29 Kecamatan Pageiaran Utara 0,00• 30 Keesmaten Pardasuka 0,00
31 Keesmaten Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharju 0,00
33 Badan Penangguiangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dines Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat 0,00
38 Dinas Sosiai 0,00
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ASB021: Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
No. SKPD 1

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Somber Daya Manusia 0,00
2 Badan Pendapatan Daerah 0,00
3 Dinas Kesehatan 0,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlmdungan Anak,
4 Pengendalian Penduduk dan Kduarga Berencana 0,00
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 0,00
8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0,00
9 Dinas Ketahanan Pangan 0,00

10 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Dinas Koperasi, Usaha KecH Menengah, Perdagangan dan

11 Perindustrran 0,00
12 Dinas Ungkungan Hidup 0,00
13 Dinas Penanaman Modal dan PeJayananTerpadu Satu Pintu 0,00
14 Dinas Perikanan 0,00
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00
16 Dinas Perhubungan 0,00
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00
ia Inspektorat 0,00
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
20 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00
21 Sekretariat Daerah 0,00
22 Sekretariat Dewan KORPR1 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00
24 Kecamatan Adiluwih 0,00
25 Kecamatan Ambarawa 0,00
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara 0,00
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Pringsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 0,00
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00
34 Dinas Pertanian 0,00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00
38 Dinas SosiaE 0,00



ASB022: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
No. SKPD [ >deks »

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusis 3,43
2 Badan Pendapatan Daerah 7,12
3 Dlnas Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
33,30

4 Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana 3,43
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12,11
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00
7 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 333
8 Dinas Kependadukan Dan Pencatatan Sipit 2,46
9 Dinas Ketahanan Pangan 1,91

10 Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

2,95

11 Perindustrian 4,10
12 Dinas lingkungan Hidup 4,58
13 Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pïntu 3,43
14 Dinas Perikanan 2,75
15 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 6,86
16 Dinas Perhubungan 3,43
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3,24
18 Inspektorat 7,22
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3,43
20 Satuan Polis! Pamong Praja 4,13
21 Sekretariat Daerah 22,77
22 Sekretarlat Dewan KORPRI 10,64
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 21,11
24 Kecamatan AdHuwlh 1,30
25 Kecamatan Ambarawa l,D0
26 Kecamatan Banyumas 0,00
27 Kecamatan Gading Rejo 0,00
28 Kecamatan Pagelaran 0,00
29 Kecamatan Pagelaran Utara VI
30 Kecamatan Pardasuka 0,00
31 Kecamatan Prlngsewu 0,00
32 Kecamatan Sukoharjo 5,48
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,43
34 Dinas Pertanian 3,43
35 Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 3,43
36 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi 0,00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,96
38 Dinas Sosiaf 5,13
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